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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat, karena 

berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat 

ketempat yang lainnya dan mempermudah hubungan dengan tempat 

lainnya.Transportasi pun digunakan oleh masyarakat untuk memperlancar 

aktifitas sehari-harinya seperti bekerja,bersekolah, dan berpergian 

maupun aktifitas lainnya. 

Memahami pentingnya peran transportasi, maka lalu lintas dan 

transportasi harus diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem 

transportasi nasional, serta mampu mewujudkan ketersediaan transportasi 

dan pelayanan transportasi yang tertib, nyaman dan lancar, sesuai dengan 

kebutuhan transportasi. 

Pada dasarnya semua orang dalam melakukan berbagai aktivitas 

membutuhkan angkutan umum, yang dimana angkutan umum harus 

memiliki izin operasi dan izin trayek karena ini merupakan syarat untuk 

angkutan beroperasional. Jika angkutan umum tidak memiliki izin trayek, 

maka angkutan umum tidak dapat beroperasi.
1
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Hal ini menunjukkan pentingnya transportasi di Indonesia. 

Pengembangan dan peningkatan kualitas transportasi atau pengangkutan 

mutlak diperlukan. Meningkatkan yang baik dan berkualitas bukan hanya 

sekedar meningkatkan kualitas sarana saja, tetapi harus mencakup 

pengembangan aspek transportasi itu sendiri. 

Pembinaan peraturan perundang-undangan tidak hanya menambah 

peraturan baru atau melengkapi peraturan lama dengan peraturan baru, 

tetapi juga harus mampu memberikan keselamatan dan perlindungan 

hukum kepada semua pihak dalam sistem transportasi, khususnya para 

pengguna jasa transportasi. Mengingat pentingnya dan peran strategis 

jalan dan transportasi dalam mempengaruhi hajat hidup orang 

banyak.penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan 

pengembangan infrastruktur Pelayanan transportasi harus ditata dan 

diperluas menjadi satu kesatuan sistem kepentingan masyarakat luas 

sebagai pengguna jasa transportasi mendapatkan prioritas dan pelayanan 

yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. 

Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai 

konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.
2
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa angkutan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pasal 5 ayat (1) dan 

(2), menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan 

angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. 

Pemerintah yang berperan dan bertanggung jawab dalam pembinaan 

disini adalah kementerian perhubungan dan atau kementerian negara yang 

bertanggungjawab di bidang jalan  di daerah. Pembinaan lalu lintas dan 

angkutan jalan itu meliputi 4 hal yaitu perencanaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan. Dan dalam melaksanakan pembinaan 

pemerintah dapat menyerahkan sebagian dari urusannya kepada 

pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Menurut Pasal 

6 ayat (4), urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan 

pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi: 

a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan 

jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah 

kabupaten/kota; 

b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada 

perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan 
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c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan 

kabupaten/kota. 

Di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 173 ayat (1) 

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang 

dan/atau barang wajib memiliki: 

a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 

b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau 

c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
3
 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 

2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 1 ayat (31) 

menegaskan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk 

pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus 

umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, 

dan jenis kendaraan tetap serta berjadual atau tidak berjadual.
4
 Maka dari 

itu diperlukan izin trayek bagi setiap angkutan umum yang ingin 

beroperasi di daerah Kabupaten Tangerang agar tercipta ketertiban dan 

keamanan pada setiap angkutan yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. 

Pada umumnya masyarakat sangat bergantung dengan angkutan 

umum bagi pemenuhan mobilitas, begitu pun masyarakat Kabupaten 

                                                             
3
 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

4
 Perda Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Perhubunga 



5 

Tangerang yang dimana Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kota 

terbesar di Provinsi Banten, yang dimana segala aktivitas masyarakatnya 

membutuhkan angkutan umum, demi terciptanya tertib angkutan jalan 

kabupaten Tangerang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang 

No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 

Keberadaan angkutan umum terkhusus angkutan pedesaan 

bertujuan untuk menyelengarakan angkutan yang baik, aman, nyaman, 

bersih serta layak jalan bagi masyarakat. Seperti hal visi dan misi nya 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah terwujudnya kondisi 

lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, terkendali,dan sesuai trayek. 

Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, 

terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai. 

Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 239 yaitu : 

تُمْ  ا لََْ تَكُوْنُ وْا تَ عْلَمُوْنَ  فَاِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًا اوَْ ركُْبَانًا  فَاِذَا امَِن ْ َ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّ فَاذكُْرُوا اللّهٰ  
 

 

Artinya : “Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil 

berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka 

ingatlah Allah (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu 

apa yang tidak kamu ketahui”.
5
 

 

Kajian ayat di atas menjelaskan bahwa keamanan saat 

berkendaraan itu sangat lah penting. Oleh karena itu keamanan dan 

kenyaman dalam angkutan umum harus diperhatikan. 

                                                             
5
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Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di lapangan, jumlah 

angkutan umum perdesaan yang ada di kabupaten Tangerang : 

Daftar Kendaraan Angkutan Penumpang Umum (Angkutan 

Perdesaan) Dalam Wilayah Kabupaten Tangerang 

NO 
KODE 

TRAYEK 
TRAYEK/RUTE 

WARNA 

KENDARAAN 

 

JUMLAH 

1 A.07 
CURUG - BITUNG - 

BALARAJA PP. 

KUNING UNGU 

 

100 

2 A.09 
BALARAJA - CIBADAK - 

TIGARAKSA - DARU PP. 

BIRU HIJAU 

 
57 

3 E.01 
BALARAJA - CIKANDE - 

GINTUNG PP 

PUTIH STRIP 

KUNING 

 

158 

4 E.03 BALARAJA - KRESEK PP. 

HIJAU MUDA 

HIJAU TUA 

 

170 

5 E.06 

BALARAJA - PERT. 

CANGKUDU - PS. CISOKA 

- TMN. ADIYASA PP. 

PUTIH HIJAU 

 
198 

6 E.10 

CURUG – SERDANG ASRI 

– MEKAR ASRI – CITRA 

RAYA - TIGARAKSA PP. 

KUNING HIJAU 

 

87 

7 E.12 

CIKUPA - CITRA RAYA - 

PANONGAN - SERDANG 

ASRI - MEKAR ASRI - PS. 

KORELET - BUGEL - 

KATOMAS - PS. GUDANG 

TIGARAKSA PP. 

HIJAU 

ORANGE 

 

39 
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8 F.03 
TANJUNG PASIR - KP. 

MELAYU - DADAP PP. 

PUTIH STRIP 

KUNING 
106 

9 F,04 
KP. MELAYU - CITUIS - 

SANGRILA PP. 

BIRU KUNING 

 
40 

10 G.05 
TANJUNG KAIT - MAUK - 

PASAR KEMIS PP. 

BIRU MUDA 

BIRU TUA 

 

42 

11 G.07 
KOTA BUMI - BITUNG - 

CIKUPA - BALARAJA PP. 

BIRU MUDA 

BIRU TUA 
141 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 2023 

Berdasarkan pantauan penulis di lapangan dan infomarsi dari 

kantor berita Tangerang Daily, ada beberapa kendaraan angkutan orang 

yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang itu tak ada izin trayek 

alias bodong. Yang dimana kendaraan tersebut sudah melanggar 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Tangerang 

Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
6
 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan disebut bahwa setiap 

penyelenggara angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang 

                                                             
6
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dan /atau barang wajib memiliki izin penyelenggara angkutan 

jalan.apabila melanggar akan di berikan sanksi administratif.
7
 

Maka dari itu, sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada uraian 

diatas, maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Tangerang terhadap angkutan umum yang tidak memilik izin trayek. 

Maka penelitian ini diberi judul : “Pengawasan Angkutan Umum Oleh 

Dinas Perhubungan (Studi Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perspektif 

Siyasah Dusturiyah).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang di 

atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan 

dibahas yang kemudian akan dijadikan objek untuk permasalahan. 

Adapun yang akan menjadi pokok pemasalahan yaitu : 

1. Bagaimana Pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan 

Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pengawasan angkutan umum oleh 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang ? 
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3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pengawasan 

angkutan umum oleh Dinas Perhubungan? 

 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini hanya terbatas dan hanya memfokuskan 

mengenai Pengawasan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tangerang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengawasan angkutan umum oleh Dinas 

Perhubungan Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan angkutan 

umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. 

3. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap 

pengawasan angkutan umum Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Tangerang.  

 

E. Manfaat/Signifikan Penelitian 

Adapun mengenai manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perkembangan ilmu pengatahuan pada umumnya dan 

khususnya Hukum Tata Negara. 

2. Secara praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, dalam 

melakukan pengawasan angkutan umum yang tidak memiliki izin 

trayek guna terciptanya keadilan hukum . 

 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Penelitian terdahulu ialah sebagai acuan bahwa judul yang 

diangkat memiliki keterkaitan yang relevan dengan karya ilmiah, 

diantaranya: 

NO NAMA/ 

PERGURUAN 

TINGGI 

JUDUL 

SKRIPSI 

PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Fajrudin (2019), 

Fakultas Syariah 

Universitas Islam 

Negeri Sultan 

Maulana Hasanuddin 

Pengaturan Dan 

Pelaksanaan 

Angkutan Umum 

Berdasarkan UU 

No. 22 Tahun 

Membahas 

terkait 

pelaksanaan 

angkutan 

umum 

Pengawasan 

angkutan 

umum tanpa 

izin trayek 

Dinas 
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Banten 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

Dalam Era 

Otonomi Daerah 

(Studi Kasus Di 

Kota Serang)
 8

 

Perhubungan 

2. Agnes S. Ambarita 

(2012), Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik, Universitas 

Sultan Ageng 

Tirtayasa 

Peran Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika Kota 

Serang Terhadap 

Pengaturan 

Trayek Angkutan 

Umum Di Kota 

Serang.
 9

 

 

Menjelaskan 

peran Dinas 

Perhubungan 

dalam 

pengaturan 

trayek 

angkutan 

umum 

Secara fokus 

tidak termuat 

dalam 

pengawasan 

angkutan 

umum tanpa 

izin trayek 

                                                             
8
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Daerah (Studi Kasus di Kota Serang)”. (Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). 
9
 Agnes S. Ambarita, “Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kota Serang Terhadap Pengaturan Trayek Angkutan Umum di Kota Serang”. (Fakultas 

:Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012). 
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3 Much. Z Faqu 

Rohman (2021), 

Fakultas Syariah 

Universitas Islam 

Negeri Raden Intan 

Lampung 

Implementasi 

Pasal 104 

Peraturan Menteri 

Perhubungan 

Nomor Pm 15 

Tahun 2019 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang 

Dengan 

Kendaraan 

Bermotor Umum 

Dalam Trayek 

Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi Di 

Dinas 

Perhubungan 

Kota Bandar 

Lampung).
10

 

Menjelaskan 

perspektif Fiqih 

Siyasah  

Pengawasan 

angkutan 

umum tanpa 

izin trayek 
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 Much. Z Faqu Rohman, “Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 
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G. Kerangka Pemikiran 

Be lrdasarkan Ulndang-Ulndang No 23 Tahuln 2014 Telntang 

Pe lmelrintah Daelrah dimana pelme lrintah daelrah dibelri ke lwe lnangan yang 

de lmikian lulas olelh pelme lrintah pulsat yang be lrsifat konkulreln, ulrulsan 

pe lmelrintahan konkulre ln yang dise lrahkan kel daelrah melnjadi dasar 

pe llaksanaan otonomi daelrah, Ulndang-Ulndang nomor 23 tahu ln 2014, 

Ulrulsan pelme lrintahan konkulre ln selbagaimana yang dimaksuld dalma pasal 

9 ayat (3) yang me lnjadi kelwe lnangan Daelrah telrdiri atas ulrulsan 

pe lmelrintahan wajib dan ulrulsan pe lmelrintahan pilihan, ulrulsan pe lmelrintah 

wajib telrdiri atas ulrulsan pe lmelrintah yang be lrkaitan de lngan pe llayanan 

dasar dan ulrulsan pe lmelrintah yang tidak be lrkaitan delngan pe llayanan 

dasar. 

Ulrulsan Pe lme lrintah wajib yang be lrkaitan de lngan pe llayanan dasar 

mellipulti: 

a. pe lndidikan; 

b. ke lse lhatan; 

c. pe lkelrjaan ulmulm dan pelnataan rulang; 

d. pe lrulmahan rakyat dan kawasan pelrmulkiman; 

e. ke ltelntelraman, keltelrtiban ulmulm, dan pellindulngan masyarakat; dan 

                                                                                                                                                      
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”. (Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2021). 
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f. sosial. 

Ulrulsan Pe lmelrintahan Wajib yang tidak be lrkaitan delngan Pe llayanan 

Dasar mellipulti: 

a. telnaga ke lrja; 

b. pe lmbelrdayaan pelre lmpulan dan pellindulngan anak; 

c. pangan; 

d. pe lrtanahan; 

e. lingkulngan hidulp; 

f. administrasi kelpe lnduldulkan dan pelncatatan sipil; 

g. pe lmbelrdayaan masyarakat dan De lsa; 

h. pe lnge lndalian pelnduldulk dan ke llularga be lre lncana; 

i. pe lrhulbulngan; 

j. komulnikasi dan informatika; 

k. kope lrasi, ulsaha ke lcil, dan melne lngah;  

l. pe lnanaman modal; 

m. ke lpelmuldaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. pe lrsandian; 

p. ke lbuldayaan; 

q. pe lrpulstakaan; dan 

r. ke larsipan. 
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Ulrulsan Pe lme lrintahan Pilihan mellipulti : 

a. ke llaultan dan pelrikanan; 

b. pariwisata; 

c. pe lrtanian; 

d. ke lhultanan; 

e. e lnelrgi dan sulmbe lr daya minelral; 

f. pe lrdagangan; 

g. pe lrindulstrian; dan 

h. transmigrasi
11

 

Be lrdasarkan dari tataran formal telrse lbult be lrhulbulngan se lbagai 

salah satul bidang yang dilaksanakan olelh daelrah melmiliki pelranan 

pe lnting dalam melnulnjang dan melndorong pe lrtulmbulhan pelmbangulnan di 

se lktor Pelrhu lbulngan yang be lrakibat pulla dalam pelnyiapan pe llayanan 

ulmulm sarana, prasarana dan fasilitas Pe lrhulbulngan. pe lntingnya 

transportasi telrcelrmin pada selmakin melningkatnya ke lbultulhan akan jasa 

angkultan bagi mobilitas orang se lrta barang dari dan ke l se llulrulh Pe llosok 

tanah air,  delngan adanya pe lningkatan ke lbultulhan akan jasa mobilitas 

orang dan barang maka dinas melmpulnyai pe lranan pelnting dalam 

                                                             
11

 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
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pe lnge llolaan dan pelngolahan prose ls izin traye lk angkultan pe lnulmpang 

ulmulm.
12

 

Pe lngawasan adalah sulatul prose ls ke lgiatan yang be lrtuljulan ulntulk 

melnjamin agar pelnye lle lnggaraan sulatul ke lgiatan dapat belrjalan selsulai 

de lngan yang dire lncanakan. Hal ini dapat dikaitkan delngan hu lkulm 

pe lmelrintahan. Pelngawasan julga dapat diartikan selbagai kelgiatan ulntulk 

melnjamin sikap dan tindakan pelmelrintah aparat administrasi belrjalan 

se lsulai delngan atulran hulkulm yang be lrlakul.
13

 

 Angkultan ulmulm pe lrde lsaan melnulrult UlUl No 22 Tahuln 2009 

melmiliki pelnge lrtian yaitul angku ltan dari satul telmpat kel telmpat lain dalam 

satu l daelrah kabulpateln yang tidak belrsinggu lngan de lngan traye lk angku ltan 

pe lrkotaan. 

 Izin adalah pelrbulatan hulkulm administrasi nelgara be lrse lgi satu l 

yang me lnghasilkan pe lratulran dalam hal pe lrsyaratan dan prose ldulr 

se lbagaimana diteltapkan olelh pe lrulndang-ulndangan yang be lrlakul.
14

 

 Traye lk adalah lintasan ke lndaraan be lrmotor ulmulm ulntulk 

pe llayanan jasa angku ltan orang delngan mobil pelnulmpang ataul mobil buls 

                                                             
12

 Irma Purnamasari, Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin Trayek 

Oleh Dllaj Kabupaten Bogor, Jurnal GOVERNANSI, Vol. 2, No.  1, (April 2016), h.49. 
13

 Aulian Sholichah Iman Nurchotimah, Pengawasan Pelayanan Publik, edisi ke 

-1, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021), h 10. 
14

 https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/ diakses 

tanggal 21 Maret 2023, pukul 16.00 WIB. 

https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/
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ulmulm yang melmpulnyai asal dan tuljulan pe lrjalanan teltap, lintasan teltap, 

dan jelnis ke lndaraan teltap selrta belrjadulal ataul tidak belrjadulal. 

 Siyasah dulstulriyah melrulpakan bagian fiqh siyasah yang 

melmbahas masalah pelru lndang-ulndangan nelgara. Dalam bagian ini 

dibahas antara lain konselp-konse lp konstitulsi (ulndang-ulndang dasar 

ne lgara dan se ljarah lahirnya pe lrulndang-ulndangan dalam sulatul ne lgara), 

lelgislasi (bagaimana cara pelrulmulsan ulndang-ulndang), le lmbaga 

de lmokrasi dan syulra yang me lrulpakan pilar pelnting dalam pelrulndang-

ulndangan te lrse lbult.
15

 

Dalam pelnye lle lnggaraan angkultan ulmulm haruls me lmiliki izin 

traye lk be lrdasarkan Pe lratulran Daelrah Kabulpateln Tange lrang No 4 Tahuln 

2018 Telntang Pe lnye lle lnggaraan Pelrhulbulngan dise lbult bahwa seltiap 

pe lnye lle lnggara angkultan ulmulm yang me lnye lle lnggarakan angkultan orang 

dan /ataul barang wajib melmiliki izin pe lnye lle lnggara angkultan jalan. 

Apabila mellanggar akan dibelrikan sanksi administratif.
16

 

Pe lngawasan pe lme lrintahan melrulpakan sulatul prose ls pe lngamatan 

yang dilakulkan pada kelgiatan yang dilaksanakan olelh pe lmelrintah 

maulpuln organisasi dalam melnjalankan ke lkulasaannya, apakah suldah 

dilaksanakan delngan krite lria, norma-norma, standar ataul re lncana-relncana 

                                                             
15

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 177. 
16

 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan.  
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yang te llah diteltapkan selbellulmnya. Dalam Ulndang-Ulndang Re lpulblik 

Indone lsia Nomor 30 Tahu ln 2014 Te lntang Administrasi Pe lmelrintahan, 

dise lbultkan bahwa Pelnggulnaan kelkulasaan nelgara te lrhadap Warga 

Masyarakat bu lkanlah tanpa pelrsyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat 

dipelrlakulkan selcara se lwe lnang-we lnang se lbagai obje lk. Ke lpultulsan dan/ataul 

Tindakan telrhadap Warga Masyarakat haruls se lsulai delngan ke ltelntulan 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan dan asas-asas ulmulm pelmelrintahan yang 

baik.
17

 

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Pe lnde lkatan dan Jelnis Pe lne llitian 

Jelnis pe lnellitian yang digulnakan dalam pelne llitian ini adalah 

pe lnellitian elmpiris ataul biasa dise lbult delngan fie lld re lse larch (pe lnellitian 

lapangan). Pelne llitian lapangan pada dasarnya digulnakan ulntulk 

melne lmulkan fakta-fakta telrhadap pelristiwa yang te lrjadi didalam 

masyarakat yang mana pelristiwa telrse lbult haruls be lnar adanya dan nyata 

Pe lne lliti haruls me lngamati ke ljadian di lapangan. Pe lne llitian ini digulnakan 

pe lnullis ulntulk melncari tahul telntang pe lngawasan angku ltan ulmulm tanpa 

izin traye lk Dinas Pe lrhulbulngan be lrse lrta datanya. 

Pe lnde lkatan dalam pelne llitian ini melnggulnakan stuldi kasuls. Stuldi 

kasuls me lrulpakan salah satul jelnis pe lnde lkatan kulalitatif yang me lne llaah 

                                                             
17

 Sururama Rahmawati dan Amalia Rizki, Pengawasan Pemerintahan, 

(Bandung: Cendekia Press, 2020) , h.6. 
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se lbulah kasuls te lrtelntul dalam kontelks ataul se ltting ke lhidulpan nyata 

kontelmpore lr.
18

 Pe lnellitian kulalitatif melrulpakan jelnis pe lne llitian yang 

melnggulnakan data delskriptif analitis. Dalam pelne llitian ini akan 

melnghadirkan data mellaluli relsponde ln se lcara telrtullis, lisan maulpuln 

de lngan ke lbiasaan ataul pelrilakul yang nyata. 

2. Sulmbe lr Data 

Be lrikult sulmbe lr data yang digulnakan dalam pelne llitian ini: 

a. Data Primelr 

Data dikulmpu llkan langsulng dari sulmbelr ultama dalam 

kaitannya de lngan sulbje lk yang se ldang dipe lrtimbangkan.
19

 De lngan hal 

ini yaitu Ke lpala Bidang Angku ltan Dinas Pe lrhulbulngan Kabulpateln 

Tange lrang dan Sulpir Angkultan Pe ldelsaan. 

b. Data Selkulnde lr 

Ini adalah databasel yang me lndulkulng informasi dasar telntang 

topik pelnellitian. Bahan hulkulm se lkulndelr ini telrdiri dari bulkul-bulku l 

hulkulm Pe lrizinan, hulkulm tata nelgara, hulkulm administrasi nelgara, 

pe lratulran ulndang-ulndang, pe lratulran daelrah Kabulpateln Tange lrang, 

Julrnal/Artike ll/Skripsi te lrkait yang me lndulkulng informasi dan 

melmbantul pe lnullis. 

                                                             
18

 Fitrah Muh, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 

dan Studi Kasus, (Jawa barat: Cv. Jejak, 2018), h.44. 
19

 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 30. 
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3. Wilayah Pe lne llitian 

Be lrdasarkan pe lnjellasan pe lnelliti selbe llulmnya. Pe lne lliti se llanjultnya 

melne lntulkan dan melmilih lokasi wilayah pe lnellitian di Dinas Pe lrhulbulngan 

Kabulpate ln Tange lrang.Kare lna Dinas Pe lrhulbulngan adalah telmpat Instansi 

yang me llakulkan pelngawasan te lrhadap angkultan ulmulm. 

4. Telknik Pe lngulmpu llan Data 

Telknik pelngulmpullan data adalah stratelgi ulntulk melngulmpu llkan 

informasi ataul fakta dari lokasi telrtelntul. Kare lna tuljulan dari pe lnellitian ini 

adalah ulntulk melngulmpullkan informasi, maka prose ldulr pe lngulmpullan data 

melrulpakan tahapan pelnellitian yang paling krulsial. 

Pe lnde lkatan pelngulmpullan data be lrikult digulnakan u lntulk 

melndapatkan data yang akulrat, re llelvan dan akulntabell : 

a. Obse lrvasi 

Langkah awal se lorang pe lnullis adalah obse lrvasi. Dimana 

obse lrvasi adalah pelngamatan langsulng te lrhadap objelk kajian, geljala-

ge ljalanya, me llaluli pelndokulmelntasian yang siste lmatis. Tuljulan dari 

pe lngamatan ini adalah ulntulk me lngamati situlasi se lcara langsulng yang 

telrjadi selkitarnya tanpa ada keljadian yang dibulat-bulat.  

b. Wawancara 

Langkah se llanjultnya adalah wawancara. Inte lrvie lw ataul 

wawancara sulatul belntulk komulnikasi lisan se lpelrti pelrcakapan. 
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Wawancara ini belrtuljulan ulntulk me lmpelrolelh informasi telntang kasuls 

yang dise llidiki selcara langsulng dari narasulmbelr. 

Wawancara ini dilakulkan langsulng te lrhadap orang yang 

dianggap re lle lvan de lngan pe lne llitian dalam hal ini Ke lpala Bidang 

Angkultan Dinas Pe lrhulbulngan Kabulpateln Tange lrang dan sulpir 

angkultan pelde lsaan. Pelne lliti melnggulnakan se ljulmlah pelrtanyaan yang 

diajulkan ulntulk melnambah wawasan dan informasi yang pe lne lliti 

bultulhkan. 

c. Dokulme lntasi 

Tuljulan pelndokulme lntasian ini adalah ulntulk me llelngkapi 

informasi yang dipe lrole lh dari pelne llitian yang dilakulkan. Bahan yang 

digulnakan se lbagai dokulmelntasi dalam pe lnellitian ini adalah foto dan 

telks re lkaman. Dalam pelne llitian ini, dokulmelntasi digulnakan ulntulk 

melngkonfirmasi informasi yang dipe lrolelh dari obselrvasi lapangan dan 

wawancara. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pe lnyulsulnan pe lnullisan dalam pelnellitian ini disulsuln de lngan 

siste lmatikaselcara belrulrultan yang te lrdiri dari belbe lrapa bab se lbagai 

be lrikult:  

BAB I PENDAHULUAN, me lmbahas telntang latar bellakang 

masalah, pelmbatasan masalah, pelrulmulsan masalah, tuljulan pelne llitian, 
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manfaat pelne llitian, pelne llitian telrdahullul yang re lle lvan, ke lrangka 

pe lmikiran, meltodel pelne llitian, dan sistelmatika pelmbahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI , pada bab ini melnje llaskan telntang 

Pe lngawasan, Pe lrizinan, dan Angkultan Ulmulm di Kabu lpateln Tangelrang, 

dan Siyasah Du lstu lriyah. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, pada 

bab ini melnje llaskan telntang gambaran ulmulm lokasi pelne llitian, strulktulr 

Dinas Pe lrhulbulngan Kabulpate ln Tangelrang, rincian tulgas, visi dan misi 

Dinas Pe lrhulbulngan Kabulpateln Tange lrang. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada 

bab ini melnjellaskan telntang pe lmbahasan hasil pelnellitian Pelngawasan 

Angkultan Ulmulm Oleh Dinas Pe lrhulbulngan Be lrdasarkan Pe lrda Kabulpate ln 

Tange lrang Nomor 4 Tahuln 2018 Telntang Pe lnye lle lnggaraan Pe lrhulbulngan 

Pe lrspe lktif Siyasah Dulstulriyah. 

BAB V PENUTUP, pada bab pe lnultulp ini melnjellaskan telntang 

ke lsimpullan dan saran dari pelnellitian Pelngawasan Angkultan Ulmulm Oleh 

Dinas Pe lrhulbulngan Be lrdasarkan Pe lrda Kabulpate ln Tange lrang Nomor 4 

Tahuln 2018 Telntang Pe lnye lle lnggaraan Pe lrhulbulngan Pe lrspe lktif Siyasah 

Dulstu lriyah. 

 

 


